PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 21/8 — 2009 No. 67.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-64716.AH.01.02.Tahun 2008
TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama
terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen
pendukungnya serta salinan Akta Nomor 16, tanggal
18 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris
Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., dan diterima
pada tanggal 15 September 2008, telah memenuhi syarat
dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran '
Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3740); ¢

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP. 040039881

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Daftar Perseroan Nomor AHU-0086404.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal
17 September 2008

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum
dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA . Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Polychem
Indonesia Tbk, NPWP 01.326.008.8-092.000,
berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai
dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang
disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan
Akta Nomor 16, tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat oleh ,
Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., ber-
kedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat. ‘
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Nomor : 16.
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk

Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan
(18-7-2008), pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat.

Telah berada di hadapan saya, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang
telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Johan Setiawan, Wakil Presiden Direktur PT. Polychem Indonesia Tbk,
lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Nopember seribu sembilan
ratus empat puluh enam (17-11-1946), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kelurahan Gunung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 01, setempat
dikenal dengan Apartemen Pakubuwono Unit E19.D, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 09.5205.171146.0019;

2. Tuan Bambang Handoyo, lahir di Banyumas, pada tanggal dua belas
Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan (12-5-1958), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan
Penjaringan, Kelurahan Pluit, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008,
setempat dikenal dengan Muara Karang Blok K 6 U/3, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 09.5102.120558.1014;

menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak
dalam jabatan mereka tersebut dan secara bersama-sama mewakili Direksi
dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
perseroan terbatas : PT. Polychem Indonesia Tbk,
berkedudukan di Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya yang telah
diubah secara keseluruhan dan berikut dengan segenap pengubahan
daripadanya berturut-turut telah diumumkan dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal sembilan belas Agustus
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (19-8-1997) nomor : 66,
Tambahan nomor : 3454;
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- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal sepuluh Oktober seribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-10-1997) nomor : 81, Tambahan
nomor : 4722;

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal sembilan Januari seribu
sembilan ratus sembilan puluh delapan (9-1-1998) nomor : 3, Tambahan
nomor : 202;

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh sembilan Agustus
dua ribu (29-8-2000) nomor : 69, Tambahan nomor : 215;

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tiga puluh satu Desember
dua ribu empat (31-12-2004) nomor : 105, Tambahan nomor : 1103;
dan

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tiga September
dua ribu lima (23-9-2005) nomor : 76, Tambahan nomor : 10183;

sedangkan pengubahan terakhir dari susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam :

- akta nomor : 23, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu delapan
(26-6-2008), yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris;

(selanjutnya perseroan terbatas PT. Polychem Indonesia Tbk disebut :
Perseroan).

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana
tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu delapan
(26-6-2008), bertempat di Orchid Meeting Room, Grand Tropic Suites'
Hotel, Jalan Letnan Jenderal Soewondo Parman Kaveling 3, Jakarta
Barat, dari pukul 14.57 (empat belas lewat lima puluh tujuh menit)
sampai dengan pukul 15.07 (lima belas lewat tujuh menit) Waktu
Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan (selanjutnya disebut : Rapat).

B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan atau kuasanya yang sah, yang bersama-sama mewakili 3.565.829.476
(tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan
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ribu empat ratus tujuh puluh enam) saham atau 91,685% (sembilan
puluh satu koma enam ratus delapan puluh lima persen) dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga tanggal Rapat
yaitu 3.889.179.559 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan
juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan)
saham dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1
anggaran dasar Perseroan, telah memenuhi korum kehadiran untuk
mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
disebutkan dalam acara Rapat.

. Bahwa acara Rapat tersebut adalah :

"Pengubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-179/BL/2008,
tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-5-2008)."

.Bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah diberi kuasa

untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam
Rapat serta menyatakan dan menegaskan dalam akta notaris tersebut
tentang susunan pemegang saham Perseroan dan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terdapat dalam Perseroan
pada saat dilakukan pengubahan atas seluruh ketentuan anggaran
dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang
Nomor : 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
(selanjutnya disebut : UUPT) dan Peraturan Nomor : IX.].1.Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor : Kep-179/BL/2008, tanggal empat belas Mei dua
ribu delapan (14-5-2008), tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut : Peraturan No. IX.].1.)
dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan dan atau
pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan
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pada Daftar Perusahaan dan-untuk maksud tersebut melakukan
pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang
diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Repubik Indonesia agar dapat disetujui dan atau diterimanya
pemberitahuan pengubahan anggaran dasar tersebut, demikian
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang minuta aktanya dibuat
oleh saya, Notaris, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu delapan
(26-6-2008), nomor : 24;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para penghadap masing-masing
bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, dengan ini menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat, sebagaimana termuat
dalam Berita Acara Rapat tersebut, yakni sebagai berikut :

A. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
telah memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan No. IX.J.1.

Sehubungan dengan pengubahan anggaran dasar tersebut di atas,
maka untuk selanjutnya ketentuan anggaran dasar Perseroan tertulis dan
harus dibaca sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : "PT Polychem Indonesia
T b k" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan”), berkedudukan
di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi.

<
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Jangka waktu berdirinya perseroan
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak
tanggal dua puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh
tujuh (21-2-1987).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang :

. perindustrian;

. pertambangan;

. pengangkutan;

. pertanian;

. telekomunikasi;
perumahan (real-estate);

. arsitektur;

. pembangunan;
percetakan;

k. jasa; dan

|. perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan
dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, termasuk
tetapi tidak terbatas pada, mendirikan pabrik untuk memproduksi
kain nylon cord, polyester chips, polyester filamen, engineering
plastik, engineering resin, ethylene glycol, polyester staple fiber dan
petrokimia lainnya serta pertenunan, pemintalan dan industri tekstit;

b. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;

o0 N~ o a O o o
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c. menjalankan usaha dalam bidang angkutan pada umumnya;

d. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, pertambakan dan kehutanan;

e. menjalankan usaha dalam bidang telekomunikasi terutama peralatan
telekomunikasi;

f. menjalankan usaha dalam bidang perumahan (real estate) dengan
aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk
pula namun tidak terbatas pada kegiatan pembebasan tanah (land
clearing), pemerataan, pemetakan/pengkavlingan dan penjualan
tanah, baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri;

g. menjalankan usaha dalam bidang arsitektur pada umumnya;

h. menjalankan usaha dalam bidang pemborongan bangunan dan kontraktor
umum (general contractor) antara lain merencanakan dan membangun
gedung, rumah, jalan, irigasi serta melakukan pekerjaan teknik sipil
lainnya, termasuk pemasangan instalasi listrik, dise!, air, gas dan
telekomunikasi;

i. menjalankan usaha dalam bidang percetakan pada umumnya;

j. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain jasa
hiburan (rekreasi) kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

k. menjalankan usaha perdagangan pada umumnya dari segala macam
jenis barang yang dapat diperdagangkan, termasuk perdagangan
impor, ekspor, interinsuler, baik untuk perhitungan sendiri maupun
untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat serta
bertindak sebagai pemasok, grosir, leveransir, distributor, peragenan,
perwakilan dari perusahaan dan atau badan hukum lain dari dalam
maupun dari luar negeri, ‘

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 4.250.000.000.000,- (empat
trilyun dua ratus lima puluh milyar Rupiah), terbagi atas 8.500.000.000
(delapan milyar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp.500,- (limaratus Rupiah).
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2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak
45,75% (empat puluh lima koma tujuh puluh lima persen) atau sejumlah
3.889.179.559 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta
seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp. 1.944.589.779.500, - {satu
trilyun sembilan ratus empat puluh empat milyar lima ratus delapan
puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus
Rupiah).

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi
menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta
persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut juga "RUPS"), dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran saham
itu tidak dengan harga dibawah pari.

4, Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham, atau efek
yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak
untuk memperoleh saham (untuk selanjutnya disebut juga dengan "Efek
Bersifat Ekuitas") yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu
saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut
disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat
"HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang
sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing
pada tanggal tersebut.

HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal di Indonesia.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang

11



(

22739 PERSEROAN TERBATAS

saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan
apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumiah Efek
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD
yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan
Efek Bersifat Ekuitas, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Efek Bersifat
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka dalam
hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas wajib dialokasikan
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan Perseroan,
pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,
waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu dan pengeluaran
saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi
yang telah disetujui oleh RUPS, dapat dilakukan Perseroan tanpa memberi
HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, satu dan
lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada
pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang
mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan ofeh Direksi
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran
efek tersebut.

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan
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oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

Penambahan modal dasar perseroan
Pasal 5

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS.

2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;

¢. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam
butir ¢ di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal
disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-
undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c di atas
tidak terpenuhi;

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas termasuk
juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana
dimaksud dalam butir d di atas.

3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan
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besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan
saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Saham
Pasal 6

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham.

2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang
dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi
sehelai surat saham.

5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
. nama dan alamat pemegang saham;
. nomor surat saham;
. nilai nominal saham;
. tanggal pengeluaran surat saham;
. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
. nama dan alamat pemegang saham;
. nomor surat kolektif saham;
¢. nomor surat saham dan jumlah saham;
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d. nilai nominal saham;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

8. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai
dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan
seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak
langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam
rangka Kontrak Investasi Kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan
sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak
Investasi Kolektif), sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan.

10. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus
mencantumkan :

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi
yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan
yang lain.
11. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

12. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
di Indonesia.

o Q o o
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Surat saham pengganti
Pasal 7

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan
pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham
pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam
RUPS berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan tertulis pemegang saham
yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah
Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik
Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut dan dengan jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar
pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia
di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa
Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan, sesuai dengan
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3,
ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Penitipan kolektif
Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
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2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan
saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama
Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang

sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain.
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8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan
yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita ber-
dasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara
pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
panggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer
Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum panggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan deviden, saham bonus atau
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut.
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14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS,
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham
yang berhak untuk memperoieh dividen, saham bonus atau hakhak
lainnya tersebut.

Pemindahan hak atas saham
Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik
semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap
dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik
saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan
hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat
yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi
tanpa mengurangi ketentuan datam Anggaran Dasar ini.
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3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksud-
kan dalam ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan
atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia
termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana
saham Perseroan dicatat.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar
Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham
yang bersangkutan.

Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau kuasa
mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan
dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada
pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigaputuh) hari
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi,
dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa
Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Indonesia.

20

PERSEROAN TERBATAS 22739

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama
para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena
kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan
mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai
pemegang dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan
baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di
Indonesia.

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara
mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal
ni.

Direksi
Pasal 10
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari

sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai
berikut :

a. seorang Presiden Direktur;
b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan
c. seorang Direktur atau lebih.

Anggota Direksi diangkat dari warganegara Indonesia dan atau warga-
negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan.
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Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh
persen) dari jumlah sefuruh saham dengan hak suara yang sah dan usul
tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak
tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai
penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan
mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
kembali.

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS
untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10
ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi
lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan
yang berikutnya.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang
diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan
atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada,
harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan
anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

4, Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis kepada Perseroan
sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan per-
mohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
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Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun
waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa
memerlukan persetujuan RUPS.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga meng-
akibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
¢. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Direksi
Pasal 11

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segaia kejadian, mengikat Perseroan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam uang atas nama Perseroan;

b. meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai
penjamin;

¢. membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara
lain membebani barang tidak bergerak Perseroan;

d. ikut serta dalam suatu perusahaan;

e. memperoleh atau memindahtangankan barang tidak bergerak atau
hak atas suatu perusahaan;

harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan
turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
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2. Untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan
dinyatakan pailit dan pembubaran, Direksi harus mendapat persetujuan
RUPS.

3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi,
Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara
setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan
kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 8 di
bawah ini.

4. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Rapat Direksi
Pasal 12

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat 4 Pasal 11
di atas.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi
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dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
Rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,
tempat dan acara Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi
yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumiah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua
Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
vang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hatl lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang hadir.
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c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumiah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa meng-
adakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-
tangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.

Dewan Komisaris
Pasal 13

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota
Komisaris dengan susunan sebagai berikut :

a. seorang Presiden Komisaris;
b. seorang Wakil Presiden Komisaris;
c. seorang Komisaris atau lebih.

2. Dewan Komisaris diangkat dari warganegara Indonesia dan atau
warganegara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya
10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal RUPS.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka
sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan
mereka dengan -tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat
diangkat kembali.
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4, Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,
maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris
yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi
lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan
Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan
sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.

Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 ayat 1 terpenuhi maka tidak diperlukan adanya
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi
dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran
diri.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun
waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari
2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
Komisaris.
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6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
¢. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
Pasal 14

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang di-
pergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan men-
cocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya
apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi
Perseroan.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah
pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan
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akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya
semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara
itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh
lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan
menduduki kembali jabatannya.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh
Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di atas mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

Rapat umum pemegang saham
Pasal 16
1. RUPS adalah :
a. RUPS Tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar
Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
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Rapat umum pemegang saham tahunan
Pasal 17

1. RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun, selambatnya
6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perseroan.

2. Dalam RUPS Tahunan :

a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan tahunan untuk mendapat
persetujuan dan pengesahan RUPS.

b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

¢. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.

d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor akuntan
publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris.

e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para
anggota Dewan Komisaris Perseroan.

f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh
RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa
Pasal 18

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.
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2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan
tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau
lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar
Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil RUPS
tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan
tersebut diterima oleh Direksi.

Permintaan tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Dewan Komisaris lalai untuk memanggil RUPS Luar Biasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini setelah lewat waktu
60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh
Direksi, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menanda-
tangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya
Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Tempat dan pemanggilan
rapat umum pemegang saham
Pasal 19

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa
Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, pihak
yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan
kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS,
dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam
wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat
kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia
di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, bahwa akan diadakan
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pemanggilan RUPS tanpa mengurangi ketentuan dalam Angaran Dasar,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggai
pemanggilan RUPS.

3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang
saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar
harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas
dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di
tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di
Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

4. Pemanggitlan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,
tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa
bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan
mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS
diadakan.

Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan,
bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23
ayat 4 di bawah telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal
pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba
rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas
permintaan tertulis dari pemegang saham.

5. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS
apabila :

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi
oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya
10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak
suara yang -sah; dan

b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh)
hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan
dikeluarkan; dan

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung
dengan usaha Perseroan.
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Pimpinan dan berita acara
rapat umum pemegang saham
Pasal 20

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika tidak ada seorangpun anggota Dewan
Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, jika tidak ada seorangpun
anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang
tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang
yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang
akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota
Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila
semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk
oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya
untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan
ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus
mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di
Indonesia.
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3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat
Berita Acara RUPS oleh Notaris.

Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
yang terjadi dalam -RUPS.

Kuorum, hak suara dan keputusan
Pasal 21

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului
dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan
RUPS.

¢. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama,
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS
pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan
dalam butir d dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai dengan informasi
bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai
kuorum.

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan
lain dalam Anggaran Dasar.
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e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil
keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga di-
tetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau
orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagai-
mana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan
Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang
saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.

3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.

4. Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai
kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,
kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS, yang
bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
RUPS.

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu
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per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS, kecuali dalam undang-undang atau Anggaran Dasar ditentukan
lain.

8. a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3
di atas harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan
tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang
saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi
tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen")
yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham
Independen, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 Pasal ini, dan
keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang
Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki oleh
seluruh Pemegang Saham Independen.

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama,
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan
dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran
atau pendapat.

c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan di-
anggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
diambil oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan;

d. Jikalau kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal
ini di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan
RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen, dengan tetap tidak mengurangi ketentuan ayat 1 Pasal ini
dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima-
puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS.
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e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat 1 butir e Pasal ini, mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS sebagaimana dimaksud ayat 8 butir a Pasal ini.

9. RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan atau di-
jadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang, yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.

b. Apabila kuorum yang dimaksud dalam ayat 9 butir a Pasal ini tidak
tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dan RUPS kedua
adalah sah bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusannya disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

¢. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 butir e Pasal ini, mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS sebagaimana dimaksud ayat 9 Pasal ini.

10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi
syarat sebagai berikut :

a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung
dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang
secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan

€. menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan langsung
dengan usaha Perseroan.
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Pengubahan anggaran dasar
Pasal 22

1. Pengubahan Anggaran Dasar selain penambahan modal ditempatkan
dan modal disetor ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang
Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
sefuruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam
batas modal dasar, keputusan RUPS adalah sah apabila dilakukan dengan
kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari
1/2 {satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. RUPS kedua dalam rangka pengubahan Anggaran Dasar selain
mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor adalah
sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri atau diwakili
paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.

Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam
batas modal dasar, keputusan RUPS kedua adalah sah apabila dilakukan
dengan kuorum kehadiran paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.

4, Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3
Pasal ini tidak tercapai, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat 1 butir e di atas, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagai-
mana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan
secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh
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Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan,
dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
tentang pengurangan modal tersebut.

Rencana kerja, tahun buku dan
laporan tahunan
Pasal 23

1. Direksi waijib membuat dan menyampaikan rencana kerja yang
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus di-
sampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimutainya tahun
buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggat 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember
tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya
berperedaran nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan
Perseroan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal
Laporan Keuangan Tahunan.

Penggunaan laba dan pembagian dividen
Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS
Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
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2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS,
dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan
bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat.

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja
yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana
keputusan untuk pembagian dividen diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang
saham.

Pasal 19 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman
tersebut.

3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku
yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca
dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah
dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh
RUPS.

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi itu belum sama sekali tertutup.

5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan
Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan
tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.

Penggunaan cadangan
Pasal 25

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk
cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20 % (dua puluh persen)
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dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Persercan dan cadangan
tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan cadangan lain.

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan
Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum di-
gunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi
jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum
ditentukan oleh RUPS, harus dikelola dengan cara yang tepat menurut
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Peraturan penutup
Pasal 26

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

B. Menyatakan dan menegaskan susunan pemegang saham Perseroan
sebagai berikut ;

1. PT. Agung Ometracomuda, sebanyak
422.761.559 (empat ratus dua puluh dua
juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima
ratus lima puluh sembilan) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar-........... Rp. 211.380.779.500,-
(dua ratus sebelas milyar tiga ratus delapan
puluh juta tujuh ratus tujuh putuh sembilan
ribu lima ratus Rupiah).
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.PT. Gajah Tunggal Tbk, sebanyak
1.124.280.000 (satu milyar seratus dua
puluh empat juta dua ratus delapan puluh
ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
SebeSar ...

(lima ratus enam puluh dua milyar seratus
empat puluh juta Rupiah).

. HSBC Trustee (Singapore) Limited, sebanyak
669.418.000 (enam ratus enam puluh
sembilan juta empat ratus delapan belas
ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
SEDESAN ..t
(tiga ratus tiga puluh empat milyar tujuh
ratus sembilan juta Rupiah).

. Primevantage Limited (BVI), sebanyak
315.000.000 (tiga ratus lima belas juta)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya
SEDESAN ..ot
(seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus
juta Rupiah);

. PT. Satya Mulia Gema Gemilang, sebanyak
965.755.417 (sembilan ratus enam puluh
lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu
empat ratus tujuh belas) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar...........
(empat ratus delapan puluh dua milyar
delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh
ratus delapan ribu lima ratus Rupiah).

. Masyarakat, sebanyak 391.964.583 (tiga
ratus sembilan puluh satu juta sembilan
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ratus enam puluh empat ribu lima ratus
delapan puluh tiga) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar .................
(seratus sembilan puluh lima milyar sembilan
ratus delapan puluh dua juta dua ratus
sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 3.889.179.559

Rp.  195.982.291.500,-

(tiga milyar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan
ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya ............... Rp. 1.944.589.779.500,-
(satu trilyun sembilan ratus empat puluh empat
milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta
tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima

ratus Rupiah).

B. Menyatakan dan menegaskan susunan para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah diangkat dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tanggal duapuluh enam Juni dua ribu delapan (26-6-2008), sebagaimana
termaktub dalam akta nomor : 23, tanggal duapuluh enam Juni dua ribu
delapan (26-6-2008), yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris,
dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :
- Presiden Direktur

: tuan Gautama Hartarto, Master of Arts,

lahir di Bandung, pada tanggal lima belas
Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima
(15-6-1965), Warga Negara Indonesia, ber-
tempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kelurahan Melawai, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 002, setempat
dikenal dengan Jalan Tirtayasa 1I/18,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Induk Kependudukan 09.5307.150665.0484.
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- Wakil Presiden Direktur
- Direktur

- Direktur Tidak Terafiliasi

- Direktur

Dewan Komisaris :
- Presiden Komisaris

. tuan Johan Setiawan tersebut di atas.

tuan Hendra Soerijadi, lahir di Jakarta,
pada tanggal tiga Maret seribu sembilan
ratus empat puluh lima (3-3-1945),
swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan
Kedoya Utara, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 010, setempat dikenal
dengan Green Garden Blok M 3/24,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan 09.5204.
030345.0060.

+ tuan Jusup Agus Sayono, lahir di Solo,

pada tanggal sembilan Juni seribu
sembilan ratus enam puluh delapan
(9-6-1968), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
Tanggerang, Kecamatan Curug, Desa
Bencongan, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 19, setempat dikenal
dengan Jalan Palem IX nomor : 15,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3219032005.1510942.

. tuan Bambang Handoyo tersebut di

atas.

. tuan Bacelius Ruru, Sarjana Hukum,

lahir di Menado, pada tanggal empat
belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh delapan (14-6-1948), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat

44

PERSEROAN TERBATAS 22739

- Wakil Presiden Komisaris
(merangkap Komisaris
Independen)

- Komisaris

tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan
Palmerah, Kelurahan Palmerah, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 013,
setempat dikenal dengan Komplek
Moneter nomor 88 4, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 09.5206.
140648.0099.

. tuan Doktorandus Mochamad Sanoesi,

lahir di Bogor, pada tanggal lima
belas Pebruari seribu sembilan ratus
tiga puluh lima (152-1935), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan
Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat,
Rukun Tetangga 0011, Rukun Warga 002,
setempat dikenal dengan Jalan
Intan Rumah Sakit Pusat Pertamina
nomor : 4, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 09.5303.150235.0102.

: tuan Howell Rembrandt Pickett Keezell,

lahir di Virginia, Amerika Serikat, pada
tanggal delapan belas Desember seribu
sembilan ratus empat puluh dua
(18-121942), swasta, Warga Negara
Amerika Serikat, bertempat tinggal
di Thailand, 623 Soi Nora-utis,
Nakom Chaisri Road Dusit District,
Bangkok, Thailand 10300, pemegang
paspor negara Amerika Serikat
nomor : F 12076173.
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- Komisaris Independen : tuan Martua Radja Panggabean,
lahir di Tarutung, pada tanggal dua
Nopember seribu sembilan ratus tiga
puluh tujuh (2-11-1937), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan
Menteng, Kelurahan Gondangdia,
Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 002, setempat dikenal dengan
Jalan Suwiryo nomor : 13, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5006.
021137.0066.

- Komisaris : tuan Doktorandus Havid Abdulgani,
lahir di Bima, pada tanggal lima
belas Juni seribu sembilan ratus
tiga puluh (15-6-1930), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan
Tebet, Kelurahan Tebet Timur, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 009,
setempat dikenal dengan Jalan Tebet
Timur Dalam VIII X/II, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 4105.5873/
150630241.

Bahwa para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana
tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada
Nurdiana, karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, untuk
mengurus perolehan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan
anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan
untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan atau penambahan
dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia agar dapat
disetujui dan atau diterimanya pemberitahuan pengubahan anggaran dasar
tersebut, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Akta ini di selesaikan pada pukul 13.15 (tiga belas lewat lima belas
menit) Waktu Indonesia Barat.

Demikianlah akta ini

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri
oleh dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri
oleh Madela Natalia Sai Reeve, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang,
pada tanggal empat Desember seribu sembilan ratus delapan puluh
(4-12-1980), bertempat tinggal di Kotamadya Tangerang, Kecamatan
Batu Ceper, Kelurahan Kebon Besar, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01,
setempat dikenal dengan Kebon Besar, untuk sementara berada di
Jakarta (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda penduduk
Kecamatan Batu Ceper, tanggal tiga Oktober dua ribu enam (3-10-2006),
nomor : 3671034412800002); dan Nurdiana, lahir di Jakarta, pada
tanggal empat Desember seribu sembilan ratus delapan puluh (4-12-1980),
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan
Kampung Rawa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, setempat
dikenal dengan Rawa Selatan (pemegang tanda pengenal yang berupa
Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Kampung Rawa, tanggal empat belas
Oktober dua ribu tiga (14-10-2003) nomor : 09.5008.441280.2019),
keduanya adalah pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
para saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris.
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Dilangsungkan dengan tiga perubahan, karena tiga gantian, tanpa
tambahan maupun coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
Notaris di Jakarta

ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

48




